
KEPALA DESA CLEKATAKAN
KABUPATEN PEIⅥ [ALANG

PERATURAN DESA CLEKATAKAN

NOIⅥ[OR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN/TRANSFORIMASI
UNIT PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAⅣ[NAS10NAL PEIⅥ[BERDAYAAN l唖 ASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN l嘔 ENJADI BADAN USAHA IⅦ ILIK DESA BERSA]Ⅵ [A

DENGAN RAHIⅥ[AT TUHAN YANG lⅦAHA ESA

KEPALA DESA CLEKATAKAN,

Menimbang a・ bahWa dalanl rangka peningkatan keSQiahteraan
masyarakat, lnaka Unit Pengelola Ke」 atan Dana
Bergulir  Miasyarakat  Eks  Progra童 l  Nasional
pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(UPK
DBM eks PNPM― MPd)penu adanya penguatan
keleFnbagaan agar lebih berkualitaS dengan berbadan
hukunl;

bo bahwa  berdasarkan  Peraturaln  Menteri  lDesa,
Pe」mbangunan IDaerah Tertinggal dan Transinligrasi
Nolmor 15 Tahun 202 1 tentang Tata Caira Pelmbentukan
Penge101a Kegiatan Dana Bergulir ]Masyarakat Eks
Progran■ Nasional Pen■berdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan l燿:el■Jadi Badan Usahaヽ4ilik Desa Bersaェ na,
perlu inenetapkan Peraturan]Desa tentang perset■」uan
rencana pendirian BU]4:Desa bersarrla dari Pengelola
Kegatan DBⅣI Eks PNPlM-lИ Pd lmenJadi BU]Ⅵ [ Desa
bersan■ a.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tenta::g Persetujuan
PerubahanfTransformasi Unit Pengelola Kegiatan
Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional
Pemberdayaan" Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi
Badan Usaha Milik Desa Bersama;
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1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor L 1 Tahun 2A2O tentang
Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2O Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A22
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Ind,onesia Tahun 2022 Nomor 2L, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2O2L
tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan
Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menj adi
Badan Usaha Milik Desa Bersama {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor QZal;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daerah ll,abupaten Pemalang Tahun 2A15 Nomoi' 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemaiang
Nomor 5);

5.PeratuFan Dlesa Clekatakan Nolmor 4 Tahun 2018
Tenttttg Kewenangan Desa BerdasaFkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa
Clekatakan Tahun 2018 Nolm.or 4);

Dengan Kesepakatan Bersalna
BADAN PERIⅥェU〔〕YAIVARATAN DESA CLEKATAKAN

Dan
KEPALA DESA CLEKATAKAN

MEMUTUSKAN:
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PERATURAN  DESA  TENTANG  UNIT  PENGELOLA
KEGIATAN  DANA  BERGULIR  14ASYARAKAT  EKS
PROGRAM: NAS10NAL PE:MBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN:MENJADI BADAN USAHAル IILIK
DESA BERSAIM[A.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalaHI Peraturan Desa ini yang dilnaksud dengan:

1.Desa adalah Desa Clekatakan

2.Badan Usaha Milik Desayang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah badan hukunl yang didirikan 01eh desa
dan/atau berSaina deSa― deSa guna lnenge101a uSaha,

rrlel■lanfaatkan aset, rnengen■bangkan investasi dan
prOduktiVitaS,rnenyediakan jaSa pelayanan,dan/atau

FI‐lenyediakan jeniS uSaha laini■ya unttlk SebCSar―

besarnya kescjahteraan inasyarakat Desa.

3.‐Unit Pengelola lKegiatan yang selalliutnya disingkat

UPK adalah unit yang rnenjalankan kegiatan usaha
berupa  」aSa  Sirnpan  pinjanl  yang  bertujuan
rnernberdayakan nlasyarakat perdesaan secara maindiri

guna pengentasan kenliskinan inasyarakat sesuai
an■anat Prograrll Nasional Pen■ berdayaan R4asyarakat
lvlandiri Pcrdesaan.

4.Dana Bergulil^ NIasyarakat Eks PNPL[― 卜IPd yang
selanjutnya disebut DB卜 I Eks PNPM―MPd adalah
seluruh dana yang bersurl■ber dari Pelnerintah Pusat

dan/atau  Peinerintah  IDaerah  inelalui  bantuan

langsung inasyarakat PNPⅣI-14Pd serta perkerllbangan

atau  pertumbuhannya,  yang  diberikan  kepada
ll■asyarakat ‐untuk kegiatan pinJar]■ an perguliran
sesuai IIlekanislne yang telah ditetapkan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 1

Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM
Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip:

a. Kepemilikan bersama masyarakat;
b. Partisipatif dan demokratis;
c. Sederhana, berpihak, dan melindungi;
d. Keterbukaan dan kemandirian;
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e. Kesetiakawanan sosial, kekeluargaan

kegotongroyongan;
f" Terkendali dan Seimbang; dan
G Rerlzpl on ir r f a nb.

dan

BAB II
TUJUAN

Pasa1 2
Peinbentukan UPK DBhi Eks PNPⅣ I-lⅦPd linenJadi BUTИ
Desa bersalna ini bertujuan untuk:
a. Pencapaian penanggulangan kenliskinan inelaltli
pendekatan Pcn■ berdayaanゝ /1asyarakat Desa;

b.ⅣIenguatkan   partisipasi   lnasyarakat   dalanl

pelllbangunan dan Pcn■ berdayaan h[asyarakat Desa
ILelalui prOSeS pengal■ bilan keputuSan lnuSya｀ Warah

antar Desa dan tata kelola BUⅣ【:Desa bersarlla yang

transparan dan ak■lntabel:dan

C・ rujukan  kebttakan  PCnge101aarl  kegiatan  dana

bergulir lnasyarakat dalaHl tata kelola lBU卜I Desa
bcrsall■ a.

BAB.II

PEMBENTUKAN

Pasal 3
Perubahan/transformasi UPK DBM Eks PNPM-MPd
menjadi BUM Desa bersama adalah upaya memberikan
penguatan lembaga tersebut agar lebih terpercaya dan
berbadan hukum.

Pasal 4
Desa menyetujui peruba}:ranf transformasi UPK DBM eks
PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama.

Pasal 5
(1) Pembentukan Pengelola Kelembagaan UPK DBM eks

PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan
dengan:
a. Pengaiihan aseq
b. Pengalihan kelembagaan;
c. Pengalihan personil; dan
d. Pengalihan kegiatan usaha.

(2) Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM
Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat {U
diputuska:r dalam MAD, dituangkan dalam anggaran
dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa.
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(3) Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM

Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didanai oleh UPK DBM Eks PNPM-MPd.

(4) Pembentukan UPK DBM Eks PI{PM-MPd menjadi BUM
Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat tU
dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5)Pcmbentukan UPK DBM Eks PNPM一 MPd ine→adi BUM
Dcsa bersam.a sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
sebagai upaya untuk lnelnperkuat kelen■bagaan dengan
rrlelinberikan status badan hukunl UPK DBL4 eks PNPⅣ l―
NIPd.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini d.engan penempatannya
dalam Lembaran Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Clckatakan
pada tanggal 18 Apri1 2022

CLEKATAKAN,

Diundangkan di Clekatakan
pada 2022

D

TAHUN 2022 NOM:OR3

SD


